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PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam
standardisasi pelayanan keluarga berencana dan melakukan
sertifikasi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I huruf N Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional tentang Standar

Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
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Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional,

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Provinsi;

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDAR
KOMPETENSI PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut
Program KKBPK, adalah upaya terencana dalam
mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga
berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak
dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut
PKB adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan
fungsional yang diberi tugas tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
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berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,
pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program
KKBPK.

Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut
Penyuluhan KKBPK, adalah kegiatan penyampaian
informasi tentang program KKBPK dalam rangka
meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku
keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan penduduk
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang
dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang
disusun berdasarkan konsensus semua
pihak/pemerintah /keputusan internasional yang terkait
dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan,
kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu
pengetahuan dan  teknologi, pengalaman, serta
perkembangan masa kini dan masa depan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam
melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia
ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi
perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang
berkualitas.

Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian

kesesuaian yang berkaitan dengan jaminan tertulis
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bahwa profesi/personil telah memenuhi standar
dan/atau regulasi yang ditetapkan.

10. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah
pimpinan  tertinggi Lembaga  Pemerintah  Non
Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan

keluarga berencana.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Standar Kompetensi PKB secara umum bertujuan untuk

memberikan pengakuan terhadap profesi bidang PKB.

Pasal 3
Selain tujuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Standar Kompetensi PKB mempunyai tujuan khusus untuk:
a. terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan
persepsi dalam pemahaman Standar Kompetensi PKB;
b. tersedianya acuan untuk uji Kompetensi dalam
pelaksanaan sertifikasi PKB;
c. tersedianya acuan dalam merancang  program
pendidikan dan pelatihan berbasis Kompetensi bagi
PKB; dan

d. tersedianya acuan dalam pengembangan karir PKB.

Pasal 4
Standar Kompetensi diperuntukan bagi PKB.

Pasal 5
Standar Kompetensi PKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 terdiri atas:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi sosial kultural.



